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RINGKASAN

Kematian merupakan salah satu bentuk dari peristiwa hukum. Salah satu akibat
dari kematian yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta
peninggalan orang yang meningga dunia kepada ahli warisnya. Proses peralihan
tersebut dikenal dengan Pewarisan, Pewarisan diatur oleh Hukum Waris. Pengaturan
Hukum Waris di Indonesia terdapat dalam aturan di Kompilasi Hukum Islam dan juga
pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 830
KUHPerdata (BW), Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan harta
kekayaan sescorang setelah dia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta
kekayaan si pewaris kepada orang lain." 2 (dua) subyek dalam hukum waris, antara
lain Pewaris dan ahli waris.

Pewaris mempunyai hak untuk memberikan dan mengalihkan harta warisannya
kepada siapapun yang dia kehendaki tentunya dengan batasan yang ditetapkan oleh
Peraturan PerUndang-Undangan. Cara bagi Pewaris untuk memberikan dan
mengalihkan hartanya adalah melalui pewarisan secara Testamentair atau surat
wasiat, Menurut Pasal 875 KUHPerdata Surat Wasiat adalah suatu akta yang memuat
atau berisi mengenai pernyataan seseorang tentang sesuatu yang dikehendakinya yang
akan terjadi sctclah dia meninggal dunia, dan olchnya dapat dicabut kembali. Pasal
tersebut bermakna bahwa Wasiat adalah perbuatan hukum sepihak yang menyatakan
kehendak dari Seseorang terhadap harta warisannya. Hal ini erat hubungannya dengan
sifat “herroepelijkheid” dari ketetapan wasiat (testament) itu. Yang berarti bahwa
wasiat (testament) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan
menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat
(testament). Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 930 KUHPerdata, bahwa “Dalam
satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka,
baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar penyataan bersama atau
bertimbal balik.™

Namun, ditahun 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait
pembatalan Akta Wasiat (/egar) terhadap harta bersama Nomor 7 tanggal 19 Januari
2006 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun
pertimbangan hukumnya, pada waktu pembuatan wasiat pasangan hidup (suami) si
Pewasiat masih hidup dan wasiat tersebut terhadap harta bersama harus mendapatkan
persetujuan dari kawan kawinnya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang di atas maka
Peneliti ingin mengetahui 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan
memutuskan pembatalan Akta Wasiat atas Harta Bersama pada Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor. 1983 K/Pdv/2017? dan 2. Bagaimana dampak
hukum dari pembatalan Akta Wasiat atas Harta Bersama pada Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor. 1983 K/Pdt/2017 didasarkan pada Pasal 875
KUHPerdata ? Penelitian ini akan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (sfatute approach) yang akan
mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah atau norma dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.

Kata kunci : Hukum Waris, Wasiat, Harta Bersama, Perkawinan

1 pasal 830 KUH Perdata
2 pasal 930 KUHPerdata
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